BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014, maka pedoman
mengenai pengelolaan keuangan Desa yang
tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 40
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
perlu disesuaikan kembali dan diganti dengan
peraturan yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa;

Mengmgat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 352 )} sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indoanesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820 );

2. Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintabhan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);















33. Akuntabel adalah bahwa Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.

34. Partisipatif adalah bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus
melibatkan peran masyarakat.

35. Tertib dan disiplin anggaran adalah bahwa keuangan desa dikelola secara
tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi
yang dapat dipertanggungjawabkan.

BABII
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola
dalam masa 1 {satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa.

(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh
APBDesa juga dapat didanai oleh APBN, APBD Provinsi den APBD
Kabupaten.

(3) Pendanaan oleh APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber
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Pendapatan Asli Desa;

Dana Desa;

Bagian dari Hasil Pajak/Retribusi Daerah;

ADD;

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

(4) Pendanaan oleh APBN, APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 7

Dalam hal tidak terdapat Sekretaris Desa, atau Sekretaris Desa tidak dapat
berfungsi optimal maka Kepala Desa dapat menunjuk perangkat desa lainnya
yang dianggap mampu sebagai Koordinator PTPKD;

Pasal 8

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
bertindak sebagai pelaksana kegiatan.
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya;
b. melaksanakan kegiatan bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang
telah ditetapkan di dalam APBDesa;
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan;
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Desa;dan
f menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.
(3) Kepala Seksi yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan membentuk TPK
yang ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

(1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ di
jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

(2) Dalam hal desa tidak mempunyai staf maka Bendahara Desa dapat dijabat
oleh Kaur Keuangan

(3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempunyai tugas
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV
APBDesa

Bagian Kesaiu
Umum

Pasal 10

{1) APBDesa,terdiri atas:
a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.



(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan
menurut kelompok, kegiatan dan jenis.

(4) Pembiayaan Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kedua
Pendapatan Desa

Pasal 11

(1} Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1} huruf a,
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan
hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
oleh desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), terdini
atas kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa ;
b. Dana Transfer; dan
c. Pendapatan Lain-lain.
Pasal 12

(1) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :

a. Hasil usaha desa;

b. Hasil pengelolaan aset desa;

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. Lain-lain pendapatan asl desa.

(2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain
hasil Badan Usaha Milik Desa, tanah kas desa.

(3) Hasil pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum,
jaringan irigasi dan pengelolaan aset desa lainnya.

(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan
peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

(5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 13

Kelompok dana transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf b, terdiri atas jenis:

Dana Desa;

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

ADD;

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi ; dan

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
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Pasal 14

(1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
a.Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b.Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

{2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak
ke tiga.

(3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak
ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Ketiga
Belanja Desa

Pasal 15

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b,
meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban
desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa.

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam
rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 16

(1) Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok Bidang:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tak Terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam
RKPDesa.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :

a. Pegawali;
b. Barang dan Jasa; dan
c. Modal.

Pasal 17

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf
a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi
Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD.

(2) Selain penghasilan tetap dan tunjangan, Kepala Desa, Perangkat Desa dan
BPD, dapat menerima jaminan kesehatan.
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(3)

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari
APBDesa dan sumber lain yang sah.

(4} Jaminan kesehatan scbagaimana dimaksud pada ayat (3} discsuaikan

(5)

(1)

2

(3)

(4)

(S)

dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1} pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.

Pasal 18

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)
huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. alat tulis kantor;
b. benda pos;
. bahan/material;
. pemeliharaan;
. cetak/penggandaan;
sewa kantor desa;
. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
. makanan dan minuman rapat;
pakaian dinas dan atributnya;
perjalanan dinas;
. upah kerja;
]. honhorarium narasumber/ahli;
m. operasional Pemerintah Desa;
n. operasional BPD;
o. insentif Rukun Tetangga ; dan
p. pernberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o
berupa bantuan uang operasional lembaga Rukun Tetangga dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan
pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan
masyarakat desa.

Rukun Tetangga wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang
operasional lembaga Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan.
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Pasal 19

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c,

digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang
atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. Belanja modal peralatan/perlengkapan kantor;
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(3) Bupati melalui Aparat Internal Pemerintah dapat melakukan audit terhadap
Pemerintah Desa dan BPD yang melakukan tindakan melanggar hukum
dalam pengelolaan keuangan Desa.

(4) Temuan Audit berupa penyimpangan pengelolaan keuangan desa di
kenakan dalam laporan hasil pemeriksaan dan wajib ditindaklanjuti oleh
pemerintah desa dan atau Tim Pengelola kegiatan.

Pasal 56

(1) Setelah kerugian keuangan desa diketahui, kepada pengelola keuangan
desa dan pihak lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) dimintakan surat
pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut
menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian keuangan
desa dimaksud.

(2) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh
atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian keuangan desa, Bupati
mengeluarkan surat keputusan pembebanan kerugian sementara kepada
yang bersangkutan.

Pasal 57

(1) Pengelola keuangan desa dan atau pihak lain yang telah ditetapkan untuk
mengganti kerugian keuangan desa dapat dikenakan tindakan administratif
dan tuntutan pidana.

(2) Putusan pidana atas kerugian keuangan desa tidak membebaskan yang

bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 58

Bagi desa yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan,
sebagai mana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa, maka penghasilan tetap dan tunjangan Kepala
Desa, Perangkat Desa dan BPD tetap dapat dibayar, sedangkan kegiatan
lainnya yang belum terbayarkan tidak dapat dianggarkan kembali pada
tahun berikutnya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

(1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan desa dan Camat
melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.

(2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan APBDesa;

b. Memberikan standarisasi terhadap pembebanan biaya yang dikeluarkan
dalam APBDesa;
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1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lainnya yang sah

2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di
Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.

3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola
kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan
dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu} tahun anggaran sejak
ditetapkannya kerjasama tersebut.

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa
yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga
dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.

5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset
tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

6. Dana cadangan adalah dana yang disistkan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran

7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh
Pemerintah.

8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :
Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan
tidak dibuka peluang untuk pinjaman.






